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ABSTRACT 
In the past, the government had officially dissolved FPI. This disbandment was widely reported by the media. The results 
of the report, according to the SMRC program manager, were that the majority of residents agreed with the disbandment 
of FPI. Metrotvnews as one of the media reporting the disbandment of FPI can participate in changing the views of the 
majority of the community or the dominated group to agree with the decision of the dominant group on the disbandment of 
FPI. This kind of event explains the indications of media hegemony. The study examines the hegemony of the 
MetroTVnews media in reporting on the disbandment of FPI. This study uses a qualitative method with the type of 
exploratory and descriptive research. The data source uses primary data sources in the form of the metrotvnews youtube 
channel, with data collection techniques with documents and data analysis techniques using the Miles and Huberman 
model. The findings in this study are metrotvnews reports with titles such as Government Officially Establishes FPI 
Forbidden Ormas, Reasons for Government to Disband FPI, Ahmad Sahroni: FPI Unsettling and Enemy of the 
State, FPI Contrary to the 1945 Constitution, it shows that there is hegemony in reporting. This media hegemony also 
shows that the hegemony in metrotvnews reporting is the right thing because in fact FPI is a mass organization that has 
violated the provisions contained in the legislation. The results of the metrotvnews hegemony also show that the FPI, which 
previously had influence in the community, with this hegemony the majority of the people supported or agreed to the ban or 
disbandment of the FPI.  
Keywords : FPI; Media Hegemony; Dissolution of Islamic Organization.  
 ABSTRAK  
Pada waktu lalu pemerintah telah resmi membubarkan FPI. Pembubaran ini diberitakan oleh media 
dengan masif. Hasil dari pemberitaan menurut manajer program SMRC bahwa mayoritas warga setuju 
dengan pembubaran FPI. Metrotvnews sebagai salah satu media yang memberitakan pembubaran FPI 
dapat turut serta merubah pandangan mayoritas masyarakat atau kelompok yang didominasi untuk 
setuju dengan keputusan kelompok dominan atas pembubaran FPI. Peristiwa semacam ini menjelaskan 
indikasi hegemoni media. Penelitian meneliti hegemoni media metrotvnews dalam pemberitaan 
pembubaran FPI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif dan 
deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data primer berupa channel youtube metrotvnews, 
dengan teknik pengumpulan data dengan dokumen dan teknik analisis data menggunakan model Miles 
dan Huberman. Temuan dalam penelitian ini adalah pemberitaan-pemberitaan metrotvnews dengan 
judul-judul seperti Pemerintah Resmi Tetapkan FPI Ormas Terlarang, Alasan Pemerintah Bubarkan 
FPI, Ahmad Sahroni: FPI Meresahkan dan Musuh Negara, FPI Bertentangan dengan UUD 1945 
memang menunjukkan terdapat hegemoni dalam pemberitaan. Dalam hegemoni media ini juga 
menunjukkan bahwa hegemoni dalam pemberitaan metrotvnews ini adalah suatu hal yang tepat karena 
pada kenyataanya FPI memang ormas yang telah melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan 
perundang-undangan. Hasil dari hegemoni metrotvnews juga menunjukkan bahwa FPI yang 
sebelumnya memiliki pengaruh di masyarakat maka dengan hegemoni ini mayoritas masyarakat menjadi 
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mendukung atau setuju atas pelarangan atau pembubaran FPI. 
Kata kunci : FPI; Hegemoni Media; Pembubaran Ormas Islam.  
PENDAHULUAN 
Dewasa ini, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi hadirnya 
bermacam-macam media yang semakin hari semakin canggih (Kuswandi, 1996). Media 
tersebut mulai dari adanya media cetak, radio dan televisi, hingga munculnya media baru 
(McQuail, 1987). Istilah media baru sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1960-an, ciri 
utama media baru ini yakni adanya keterhubungan satu sama lain, adanya akses antara khalayak 
individu pengirim pesan dengan penerima pesan, interaktivitas, dapat digunakan untuk 
beragam hal dan dapat berada di mana-mana (McQuail, 2012). 
Media massa saat ini juga merambah pada media baru, melalui website yang dimilikinya, 
media menggunakannya untuk menyalurkan berita (Severin, Werner J. & Tankard Jr 2009). 
Melalui pemberitaan, media dapat memberikan informasi tentang peristiwa maupun kondisi 
yang ada di masyarakat bahkan di dunia (McQuail, 2012). Dengan perkembangan media massa 
yang semakin canggih ini dari sudut pandang khalayak tentu akan memudahkan masyarakat 
untuk mendapatkan berita.  
Melalui pemberitaan media khususnya terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, khalayak dapat mengenal berbagai macam organisasi kemasyarakatan atau dikenal 
sebagai ormas. Ormas menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara 
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan 
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Dpr.go.id, n.d.). Ormas sebagai organisasi 
yang didirikan oleh masyarakat sesuai dengan adanya kesamaan aspirasi atau kebutuhan 
masyarakat telah melahirkan beragam ormas dengan bidang masing-masing. Ormas dalam 
bidang keagamaan, banyak dijumpai dalam masyarakat, salah satunya yakni Front Pembela 
Islam atau yang dikenal dengan FPI.   
Pergerakan FPI mulai dikenal sejak Desember 1999, yang terlibat demonstrasi menuntut 
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk menutup tempat maksiat seperti kelab malam, 
diskotek, panti pijat, bar pada saat bulan Ramadhan. FPI juga melakukan sweeping yang 
kemudian terjadi bentrok seperti saat bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan 
Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) ketika memperingati hari lahir Pancasila di Monas. 
Pada tahun 2016, FPI dapat mengumpulkan umat islam dengan Aksi Bela Islam untuk 
menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kala itu, agar diproses hukum 
karena dianggap melakukan penistaan terhadap agama islam (Kumparan.com, n.d.) Basuki 
Tjahaja Purnama ketika terkena kasus tersebut, juga menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta 
pada pilgub 2017(detiknews, n.d.-b) dan didukung oleh Nasdem, Hanura, Golkar dan 
PDIP(detiknews, n.d.-a) yang juga merupakan partai-partai pendukung pemerintah 
(Kompas.com, n.d.-b).   
Aksi Bela Islam yang telah diselenggarkan beberapa kali seperti pada 14 Oktober 2016 
atau aksi 1410, 4 November 2016 atau aksi 411, 2 Desember 2016 atau aksi 212 (Online, n.d.) 
dengan tuntutan agar Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum dan tuntutan tersebut terwujud 
sehingga Basuki Tjahaja Purnama terkena hukuman pidana (Merdeka.com, n.d.). Sedangkan 
melalui aksi-aksi telah membuat FPI menjadi ormas keagamaan tertinggi ke tiga yang dikenal 
oleh masyarakat setelah NU dan Muhammadiyah, hal ini tergambar pada survei Alvara 
Research Center yang dipublikasi pada 30 Januri 2017 yang menyebutkan bahwa NU berada di 
posisi tertinggi sebesar 97 persen, Muhammadiyah 93,4 persen, FPI 68,8 persen. Bahkan FPI 
bisa lebih dikenal dibanding LDII yang mendapatkan prosentase sebesar 35,5 persen, Persis 19 
persen, HTI sebesar 13,5 persen dan FUI 9,8 persen (Tempo.co, n.d.). 
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Pada 30 Desember 2020, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah 
resmi membubarkan FPI (viva.co.id, n.d.), yang kemudian diberitakan secara masif oleh media, 
salah satunya oleh metrotvnews dengan judul-judul berita seperti pemerintah resmi tetapkan 
FPI ormas terlarang, alasan pemerintah bubarkan FPI, Ahmad Sahroni: FPI meresahkan dan 
musuh negara, FPI bertentangan dengan UUD 1945 (“Metrotvnews - YouTube,” n.d.).   
Menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 
pada 28 Februari hingga 5 Maret 2021 ini menunjukkan bahwa dari 71 persen responden yang 
mengetahui FPI, 77 persen mengetahui bahwa FPI telah dilarang dan dibubarkan dan dari 77 
persen tersebut 59 persen responden setuju dengan pembubaran tersebut. Menurut manajer 
program SMRC, dari angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas warga setuju dengan 
pembubaran FPI (Voaindonesia.com, n.d.).  
Realitas pemberitaan media salah satunya oleh metrotvnews dapat turut merubah 
pandangan mayoritas masyarakat atau kelompok yang didominasi untuk setuju dengan 
keputusan kelompok dominan atas pembubaran FPI. Peristiwa semacam ini menjelaskan 
indikasi hegemoni media. Hegemoni media sebagaimana dijelaskan oleh Antonio Gramsci 
dalam Eriyanto tentang penerimaan kelompok yang didominasi oleh adanya kelompok 
dominan melalui proses yang damai, dengan media sebagai sarana untuk mengukuhkan 
kelompok dominan atas kelompok lain. Namun ini bukan berarti bahwa media merupakan 
kekuatan yang jahat (Eriyanto, 2006). Oleh karena itu, akan menarik untuk mendalami lebih 
jauh tentang hegemoni media khususnya yang dilakukan oleh metrotvnews dalam pemberitaan 
pembubaran FPI.  
Penelitian sebelumnya terkait hegemoni media massa yang telah ada yakni hegemoni 
media sosial: akun gosip instagram @Lambe_Turah yang ditulis oleh Christiany Juditha. Hasil 
dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh akun ini dapat 
diterima oleh followers nya yang berasal dari berbagai kelas khalayak dan jumlahnya jutaan. 
Penerimaan tersebut berupa adanya like dan dikomentari yang menandakan perhatian netizen 
sangat tinggi dan akun ini juga memiliki pengaruh dalam pembentukan opini (Juditha, 2018). 
Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sabiq tentang hegemoni media 
terhadap praktik poligami. Hasil dalam penelitian yakni bahwa selain adanya faktor internal 
dari diri seorang suami maupun istri yang melakukan poligami, dijumpai terdapat faktor 
eksternal yang berupa media yang telah mempengaruhi pola pikir mereka sehingga poligami 
menjadi pantas untuk dilakukan. Selain itu, juga ditemukan bahwa poligami lebih banyak 
dampak buruknya dibandingkan dampak baiknya (Sabiq, 2019). Penelitian tentang hegemoni 
juga dilakukan oleh Wafiqotin Nazihah tentang hegemoni media massa dalam novel “Faith and 
The City” karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. Hasil dalam penelitian ini 
yakni adaya hegemoni yang dilakukan oleh tokoh kelas atas kepada kelas bawah sehingga 
berdampak pada kehidupan tokoh kelas bawah yang berupa mengalami adanya tekanan batin 
yang dialaminya (Nazihah, 2020). Berdasarkan penelusuran atas penelitian-penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa penelitian tentang hegemoni 
metrotvnews dalam pemberitaan pembubaran FPI merupakan penelitian yang baru dan belum 
pernah dilakukan sebelumnya.  
Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan teori hegemoni yang 
dipopulerkan oleh Antonio Gramsci. Hegemoni merupakan penerimaan kelompok yang 
didominasi oleh adanya kelompok dominan melalui proses yang damai, dengan media sebagai 
sarana untuk mengukuhkan kelompok dominan atas kelompok lain. Namun ini bukan berarti 
bahwa media merupakan kekuatan yang jahat. Hegemoni bekerja berdasarkan konsensus 
daripada dengan penindasan terhadap kelompok lain, dengan hegemoni maka suatu nilai-nilai, 
ideologi, kepercayaan, cara berpikir, wacana tertentu dapat menjadi dominan, dianggap benar 
sedangkan wacana lain dianggap salah. Media dalam teori hegemoni dapat menjadi instrumen 
melalui pemberitaannya yang tampak wajar, halus sehingga nilai-nilai, ideologi, kepercayaan, 
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cara berpikir, wacana yang disebarkan dapat meresap dan diyakini oleh khalayak sebagai suatu 
konsensus bersama (Eriyanto, 2006). 
Hegemoni terjadi dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat kelompok subordinat, 
yang bisa berbentuk gender, kelas,umur, ras tertentu dan sebagainya yang ini berbeda dengan 
kelompok dominan. Dengan kondisi yang semacam ini maka kelompok dominan atau yang 
berkuasa  menjadi perlu untuk menyebarkan ideologi, nilai-nilai, kepercayaan, cara berpikir, 
wacana, pandangan kebenarannya kepada kelompok subordinat sehingga dapat diterima tanpa 
perlawanan (Eriyanto, 2006).  
Menurut Hall terdapat hubungan antara makna yang dipahami oleh masyarakat dengan 
struktur kekuasaan, oleh karenanya seringkali terjadi perebutan kekuasaan dalam rangka untuk 
menentukan makna yang diterima oleh masyarakat dan pemegang pertarungan ini adalah pihak 
yang berada di puncak hierarkis kekuasaan sedangkan kelompok yang berada di bawah adalah 
yang menerima makna karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentukan makna. 
Dalam hierarkis kekuasaan, media termasuk dalam bagian puncak hierarkis kekuasaan tersebut 
(Morissan, 2013).  
Hegemoni menurut Hall memiliki sifat temporer sehingga akan selalu ada pertarungan 
dari berbagai ideologi yang ada di masyarakat yang kontradiktif dan akan selalu berada dalam 
keadaan konflik sehingga dengan pertarungan antar ideologi tersebut akan terus-menerus 
menghasilkan perubahan (Morissan, 2013).  
Pesan media menurut Hall akan dilakukan dekoding oleh khalayak sehingga tiga 
kemungkinan hasil yang terjadi adalah pertama, posisi hegemoni dominan, ke dua, negosiasi, ke 
tiga, oposisi. Posisi hegemoni dominan adalah media menyampaikan pesan yang sesuai dengan 
budaya dominan sehingga khalayak menerimanya. Posisi negosiasi adalah media 
menyampaikan pesan sesuai dengan budaya dominan tetapi khalayak menolak penerapannya 
dalam kasus khusus tertentu. Sedangkan posisi oposisi merupakan posisi ketika pesan media 
tidak sesuai dengan khalayak yang kritis sehingga mereka akan mengganti atau mengubah 
pesan media (Morissan, 2013). 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi fenomena hegemoni media secara 
mendalam dan fenomena ini tidak dapat dikuantifikasikan sehingga dalam penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode 
penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik untuk mendeskripsikan fenomena namun 
laporannya didasari oleh interpretasi ilmiah, sedangkan jenis penelitian studi kasus menurut 
Arikunta, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan secara mendalam tentang objek 
tertentu sehingga penelitian ini akan eksploratif dan deskriptif (Nawawi, 2012). 
Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data 
pada pengumpul data (Sugiyono, 2014). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian 
ini yakni channel youtube metrotvnews. Dengan sumber data primer ini maka validitas data 
dapat terjamin validitasnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen. 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu sebelumnya, bentuk dari dokumen 
ini bisa berupa gambar, tulisan, karya lainnya seperti karya seni, patung, film dan lain-lain 
(Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah video berita-berita 
yang berhubungan dengan pembubaran FPI yang dipublikasi oleh metrotvnews dalam channel 
youtubenya. 
Analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman yakni melalui tahap 
reduksi data yang merupakan tahap memilah hal-hal penting sehingga didapatkan gambaran 
yang lebih jelas untuk pengumpulan data selanjutnya. Berikutnya tahap penyajian data yakni 
data disajikan dalam bentuk yang sudah terpola sehingga mudah untuk dipahami. Tahap 
terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan yang merupakan temuan baru yang 
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sebelumnya belum pernah ada, yang dapat berbentuk deskripsi ataupun gambaran sehingga 
objek yang sebelumnya masih gelap setelah diteliti dapat diketahui kejelasannya (Sugiyono, 
2014). Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah data-data yang penting yang 
berkaitan dengan hegemoni media yang terdapat dalam video berita-berita tentang 
pembubaran FPI yang dipublikasi oleh metrotvnews. Selanjutnya peneliti melakukan penyajian 
data dengan membahas hegemoni media yang terjadi dalam pemberitaan metrotvnews tentang 
pembubaran FPI. Lalu terakhir melakukan penarikan kesimpulan yakni menyimpulkan temuan 
yang didapatkan dari hasil penelitian ini. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
FPI merupakan kelompok subordinat atau kelompok yang tidak berada dalam kekuasaan. 
Posisi subordinat dan pengaruh organisasi yang diketuai oleh Habib Rizieq ini dapat diketahui 
ketika tahun 2016 dapat  mengumpulkan umat islam melalui Aksi Bela Islam dengan tuntutan 
agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum karena dianggap 
melakukan penistaan terhadap agama islam (Kumparan.com, n.d.). Basuki Tjahaja Purnama 
ketika terkena kasus tersebut, juga menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada pilgub 
2017(detiknews, n.d.-b) dan didukung oleh Partai Nasdem, Hanura, Golkar dan PDIP 
(detiknews, n.d.-a) yang juga merupakan partai-partai pendukung pemerintah (Kompas.com, 
n.d.-b). 
Tuntutan Aksi Bela Islam ini akhirnya dapat terealisasi sehingga membuat Basuki 
Tjahaja Purnama kala itu terkena hukuman pidana (Merdeka.com, n.d.). Melalui aksi-aksi ini 
pula, telah membuat FPI menjadi ormas keagamaan tertinggi ke tiga yang dikenal oleh 
masyarakat setelah NU dan Muhammadiyah, hal ini tergambar pada survei Alvara Research 
Center yang dipublikasi pada 30 Januri 2017 yang menyebutkan bahwa NU berada di posisi 
tertinggi sebesar 97 persen, Muhammadiyah 93,4 persen, FPI 68,8 persen. Bahkan FPI bisa 
lebih dikenal dibanding LDII yang mendapatkan prosentase sebesar 35,5 persen, Persis 19 
persen, HTI sebesar 13,5 persen dan FUI 9,8 persen (Tempo.co, n.d.). 
Pengaruh FPI juga sampai pada tataran menjadi pengusung pasangan Prabowo-Sandi 
dalam pilpres tahun 2019. Tokoh FPI bahkan menempati posisi strategis di Badan 
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, tokoh tersebut yakni Slamet Maarif yang 
merupakan juru bicara FPI, yang menjadi wakil ketua BPN (Kompas.com, n.d.-c). Pengaruh 
FPI juga dapat dilihat kembali ketika kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia setelah 3 tahun 
berada di Arab Saudi. Dalam kepulangannya tersebut, massa yang menyambut hingga 
membuat akses menuju Bandara Soekarno-Hatta lumpuh(Pikiran-Rakyat.com, n.d.). Setelah 
Prabowo masuk ke dalam kabinet pemerintah, FPI tetap tidak melakukan rekonsiliasi dengan 
pemerintah atau tetap berseberangan dengan pemerintah (Tirto.ID, n.d.) dan partai 
pendukungnya seperti PKB, Golkar, PPP, PDIP, Nasdem, Gerindra (Kompas.com, n.d.-a).  
Adanya kelompok subordinat yakni FPI dan masyarakat serta adanya kelompok 
dominan yang berupa pemerintah beserta partai-partai pendukungnya seperti PKB, Golkar, 
PPP, PDIP, Nasdem, Gerindra merupakan sebuah realitas yang menjadi dasar awal terjadinya 
suatu hegemoni.  Hal ini sejalan dengan teori hegemoni bahwa hegemoni dapat terjadi dalam 
masyarakat yang di dalamnya terdapat kelompok subordinat, yang bisa berbentuk gender, 
kelas,umur, ras tertentu dan sebagainya yang ini berbeda dengan kelompok dominan 
(Eriyanto, 2006).  
Bila mendalami lebih jauh sebenarnya kelompok dominan ini tidak hanya partai-partai 
pendukung pemerintah melainkan juga melibatkan media yakni metrotvnews. Media ini 
dimiliki oleh Surya Paloh sekaligus merupakan Ketua Umum Partai Nasdem (detikfinance, 
n.d.). Metrotvnews ini dapat menjadi instrumen dalam hegemoni melalui pemberitaannya 
seperti pemberitaan yang berjudul Pemerintah Resmi Tetapkan FPI Ormas Terlarang, Alasan 
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Pemerintah Bubarkan FPI, Ahmad Sahroni: FPI Meresahkan dan Musuh Negara, FPI 
Bertentangan dengan UUD 1945.  
Pada pemberitaan yang pertama, yang berjudul Pemerintah Resmi Tetapkan FPI Ormas 
Terlarang (metrotvnews, n.d.-d). Secara judul dalam pemberitaan ini telah jelas memposisikan 
bahwa terdapat kelompok dominan yakni pemerintah, yang telah resmi mengeluarkan 
keputusan berupa menetapkan kelompok subordinat yakni FPI sebagai ormas terlarang. 
Dalam situasi ini FPI sebagai kelompok subordinat memiliki posisi sebagai ormas yang 
terlarang. Kalau berkaca pada penggunaan istilah ormas terlarang maka ini akan menyerupai 
dengan yang terjadi pada HTI yang disebut juga sebagai ormas terlarang (BBC News 
Indonesia, n.d.), yang tentu akan mengirimkan pesan yang jelas kepada kelompok subordinat 
lainnya yakni masyarakat bahwa FPI adalah ormas terlarang yang artinya tidak boleh lagi ada di 
Indonesia.  
Dalam isi pesan yang disampaikan dalam pemberitaan dalam judul tersebut terdapat 
pesan yang disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD yakni sejak 20 Juni tahun 2019 
secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar 
ketertiban dan kemanan, serta bertentangan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau 
razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya maka berdasarkan peraturan perundang-
undangan serta sesuai dengan putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Desember 
2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan menghentikan seluruh kegiatannya karena FPI 
tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa sehingga 
ketika berhubungan dengan pemerintah pusat dan daerah maka harus ditolak. Keputusan 
pemerintah diambil oleh 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yakni Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT 
(metrotvnews, n.d.-d). Melalaui pesan yang disampaikan oleh Menkopolhukam maka diketahui 
bahwa pemerintah telah mengambil keputusan yang sudah dikaji oleh 6 pejabat tertinggi di 
kementerian dan lembaga seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, 
Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT, sehingga artinya dengan melibatkan 6 
pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga maka pemerintah ingin menyampaikan pesan 
bahwa keputusan melarang FPI untuk beraktivitas dan menghentikan seluruh kegiatannya 
telah dikaji secara mendalam. Berikutnya pelarangan aktivitas FPI ini didasari atas sejak 20 Juni 
tahun 2019 secara hukum telah bubar sebagai ormas sehingga telah kehilangan legal 
standingnya baik sebagai ormas maupun organisasi biasa namun ternyata FPI masih 
melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan kemanan, dan hukum seperti tindak 
kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya. Tindakan-tindakan 
yang dilakukan oleh FPI ini telah melanggar peraturan perundang-undangan serta putusan MK 
No. 82/PUU-XI/2013. Pemberitaan metrotvnews yang menjelaskan alasan pemerintah 
melarang aktivitas FPI ini akan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara akan menolak ormas yang tidak mentaati hukum sedangkan kegiatan 
yang dilakukan oleh FPI justru bertentangan dengan hukum. Tentu yang dilakukan oleh FPI 
ini adalah sebuah hal yang keliru, terlebih lagi posisinya sejak 20 Juni 2019 telah kehilangan 
legal standingnya sebagai ormas namun dalam kondisi yang semacam itu justru tetap melakuan 
tindakan yang berlawanan dengan hukum, maka dalam situasi ini semakin memperjelas bahwa 
kegiatan yang dilakukan FPI justru semakin keliru. Oleh karena itu, masyarakat tentu akan bisa 
menerima keputusan pemerintah ketika FPI dilarang.   
Pesan yang lainnya yang terdapat dalam pemberitaan tersebut adalah disampaikan oleh 
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej bahwa isi Anggaran Dasar FPI bertentangan 
dengan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah 
diubah dengan UU NO. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU, SKT FPI sebagai ormas hanya berlaku hingga 20 
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Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT 
tersebut, oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 dianggap bubar, 
kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf d, Pasal 6 
huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat 3 huruf a, c dan d, Pasal 59 ayat 4 huruf c dan 
Pasal 82A UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemsyarakatan sebagaimana telah 
diubah dengan UU N. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU (metrotvnews, n.d.-d).  
Pesan selanjutnya yang disampaikan oleh Wamenkumham bahwa pengurus dan/ atau 
anggota FPI atau yang pernah bergabung FPI, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana 
terorisme dan 29 orang telah dijatuhi pidana, 206 orang terlibat tindak pidana umum lainnya 
dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. FPI juga melakukan sweeping yang sebenarnya 
merupakan tugas penegak hukum maka berdasarkan Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28E ayat 
3, Pasal 28D UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan UU NO. 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan ke dua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan menjadi UU, Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 diputuskan (1) bahwa FPI 
tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas, (2) FPI sebagai ormas secara de jure telah 
bubar pada kenyataannya masih melakukan kegiatan yang mengganggung ketentraman, 
ketertiban umum, dan bertentangan hukum, (3) melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan 
simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI, (4) apabila masih terjadi pelanggaran 
hukum maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang 
dilaksanakan oleh FPI, (5) meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam 
kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI, melaporkan pada penegak hukum setiap 
kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI, (6) kementerian/ lembaga yang menandatangani 
surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah 
penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (metrotvnews, n.d.-d).  
Dalam pemberitaan metrotvnews yang menampilkan pesan dari Wamenkumham 
tentang alasan pemerintah yang melarang FPI. Berdasarkan pesan yang disampaikan tersebut, 
terdapat beberapa alasan yang belum dijelaskan oleh Menkopolhukam namun dijelaskan oleh 
Wamenkumham, pesan tersebut yakni adanya pengurus dan/ atau anggota FPI atau yang 
pernah bergabung FPI, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang telah 
dijatuhi pidana, 206 orang terlibat tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah 
dijatuhi pidana. Melalui pesan ini akan lebih menjelaskan lagi tentang pelanggaran yang telah 
dilakukan oleh FPI yakni tidak hanya melakukan sweeping, provokasi melainkan hingga  
terlibatnya pengurus dan/ atau anggota FPI atau yang pernah bergabung dengan FPI telah 
terlibat tindak pidana terorisme, dari 35 oang yang terlibat maka 29 orang telah dijatuhi pidana. 
Kemudian  pengurus dan/ atau anggota FPI atau yang pernah bergabung dengan FPI, 
sebanyak 206 oarng terlibat tindak pidana umum dan dari jumlah tersebut 100 orang telah 
dijatuhi pidana.  Maka ini artinya tindak pidana terorisme dan tindak pidana umum yang 
dilakukan oleh pengurus dan/atau anggota FPI benar adanya karena telah diputus melalui 
pengadilan.  
Dengan alasan pelarangan FPI bahwa terdapat bukti adanya pelanggaran yang dilakukan 
oleh FPI berupa adanya pengurus dan/atau anggota atau yang pernah bergabung dengan FPI 
telah melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana umum maka ini akan bisa sesuai 
dengan nilai-nilai masyarakat yang tentu akan membenci tindakan terorisme, tindakan pidana 
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pada umumnya sehingga ketika disampaikan bukti bahwa anggota FPI terlibat tindak pidana 
terorisme, tindak pidana umum lainnya. Tindakan-tindakan FPI yang bertentangan peraturan 
perundang-undangan ini tentu tidak akan bisa diterima oleh masyarakat sehingga ketika 
kelompok dominan yakni pemerintah melarang kegiatan, atribut dan simbol FPI maka 
masyarakat akan bisa menerima keputusan pemerintah dan menganggap keputusan yang 
dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang tepat.  
Pemberitaan yang ke dua, berjudul Alasan Pemerintah Bubarkan FPI. Pesan dalam 
pemberitaan tersebut yakni ditampilkannya video anggota FPI yang mendukung baiat massal 
pada ISIS yang dilakukan di Makassar pada tahun 2015, video ajakan pimpinan FPI Habib 
Rizieq untuk melakukan perang di Poso. Selanjutnya terdapat keterangan dari Kepala Badan 
Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto bahwa ada 94 laporan polisi 
tentang FPI yang sudah ditangani, 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI dalam kondisi 
ada yang sudah dihukum, sedang  diproses dan dalam penyidikan. Kasusnya karena kekerasan, 
pengrusakan, ujaran kebencian, tindakan intoleran lainnya, tindakan terorisme, penjemputan 
massa FPI saat kedatangan Habib Rizieq terjadi pengrusakan di bandara, mengganggu 
penerbangan, polisi dan TNI sulit untuk masuk ke Pertamburan dan Megamendung. Selain itu, 
menurut Kepala Bdan Pemeliharaan Keamanan Polri terkait video tentang maklumat yang 
dikeluarkan oleh FPI yang menyatakan dukungan terhadap Al Qaeda dan ISIS, dalam poin 5, 
FPI mendukung seruan dan nasihat pimpinan Al Qaeda bahwa seluruh komponen jihad Al 
Qaeda agar bersatu dan bersaudara dengan mujahidin islam di seluruh dunia untuk 
melanjutkan jihad di Syiria, Irak, Palestina dan negara-negara islam lainnya yang tertindas. Pada 
video yang ke dua terdapat dukungan FPI terhadap ISIS disampaikan langsung oleh Habib 
Rizieq, pada video yang ke tiga menyatakan bahwa anggota FPI mendukung dan menghadiri 
kegiatan baiat di Makasar, video yang ke empat provokasi dari FPI yang isinya tanggapan dan 
reaksi Habib Rizieq terhadap konflik Ambon-Poso yang di dalamnya menjelaskan bahwa FPI 
memiliki senjata, amunisi dan bahan peledak, pada video yang ke lima yakni ada latihan 
kekebalan di Pamekasan Jawa Timur. Dari video tersebut keputusan pemerintah terkait FPI 
sudah tepat (metrotvnews, n.d.-b). 
Dalam pemberitaan di atas maka dapat diketahui bahwa ada pesan yang hendak 
disampaikan kepada kelompok subordinat yakni masyarakat bahwa terdapat bukti kuat yakni 
FPI telah melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, keamanan dan melawan hukum 
dengan mendukung ISIS dan perang di Poso, yang ini diperlihatkan oleh metrotvnews bahwa 
ada bukti video anggota FPI yang mendukung baiat massal pada ISIS yang dilakukan di 
Makassar pada tahun 2015, video ajakan pimpinan FPI Habib Rizieq untuk melakukan perang 
di Poso. Selain itu juga terdapat bukti lain tentang perlunya FPI untuk dilarang, yang ini juga 
disampaikan dalam pemberitaan tersebut yakni ada bukti video yang juga diungkap oleh 
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto seperti adanya 
video maklumat FPI pada poin 5 bahwa FPI mendukung seruan dan nasihat pimpinan Al 
Qaeda bahwa seluruh komponen jihad Al Qaeda agar bersatu dan bersaudara dengan 
mujahidin islam di seluruh dunia untuk melanjutkan jihad di Syiria, Irak, Palestina dan negara-
negara islam lainnya yang tertindas, selain itu juga terdapat video dukungan FPI terhadap ISIS 
yang ini disampaikan secara langsung oleh Habib Rizieq, lalu video bahwa anggota FPI 
mendukung dan menghadiri kegiatan baiat ISIS di Makasar, video tentang provokasi dari FPI 
yang isinya tanggapan dan reaksi Habib Rizieq terhadap konflik Ambon-Poso yang dalam 
video tersebut menjelaskan bahwa FPI memiliki senjata, amunisi dan bahan peledak serta 
adanya video yang ke lima yakni ada latihan kekebalan di Pamekasan Jawa Timur.  
Pemberitaan yang memperkuat agar perlunya FPI dilarang juga dijelaskan oleh Kepala 
Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto tentang adanya 94 laporan 
polisi tentang FPI yang sudah ditangani, 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI dalam 
kondisi ada yang sudah dihukum, sedang  diproses dan dalam penyidikan. Kasus-kasus yang 
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dilakukan oleh anggota FPI tersebut karena kekerasan, pengrusakan, ujaran kebencian, 
tindakan intoleran lainnya, tindakan terorisme, penjemputan massa FPI saat kedatangan Habib 
Rizieq terjadi pengrusakan di bandara, mengganggu penerbangan, hingga polisi dan TNI sulit 
untuk masuk ke Pertamburan dan Megamendung (metrotvnews, n.d.-b).  
Melalui serangkaian video yang diungkap oleh metrotvnews dan diperkuat lagi ketika 
menghadirkan narasumber Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Agus 
Andrianto ini bahwa FPI mendukung organisasi teroris Al Qaeda dan ISIS, FPI juga memiliki 
senjata, amunisi, dan bahan peledak ketika bereaksi atas konflik Ambon-Poso serta anggota 
FPI terlibat dalam kekerasan, pengrusakan, ujaran kebencian, tindakan intoleran lainnya, 
tindakan terorisme, penjemputan massa FPI saat kedatangan Habib Rizieq telah berakibat 
pada pengrusakan di bandara, mengganggu penerbangan, hingga polisi dan TNI yang sulit 
untuk masuk ke Pertamburan dan Megamendung, hal-hal ini hendak menjelaskan bahwa tidak 
boleh ormas melakukan tindakan semacam itu karena akan mengganggu ketertiban, keamanan 
dan hukum. Dari pemberitaan ini maka kelompok subordinat yakni FPI memiliki posisi 
sebagai pihak yang salah sedangkan kelompok dominan yakni pemerintah yang telah 
mengambil keputusan terkait pelarangan FPI adalah hal yang benar. Bila dihubungkan dengan 
nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat bahwa tentu masyarakat akan menolak ormas yang 
mendukung atau melakukan tindakan terorisme, melakukan perang dalam wilayah NKRI, 
memiliki senjata, amunisi, bahan peledak, melakukan pengrusakan fasilitas umum seperti 
bandara serta mempersulit polisi untuk masuk ke markas FPI yang jelas telah melanggar 
hukum maka dengan adanya pemberitaan ini akan membuat kelompok subordinat yakni 
masyarakat untuk menyetujui atas pemberitaan yang disampaikan bahwa terdapat alasan yang 
dapat diterima ketika pemerintah melarang FPI.  
Berikutnya dalam pemberitaan metrotvnews dalam judul yang sama yakni Alasan 
Pemerintah Bubarkan FPI terdapat penjelasan dari Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan 
Polri yang menjawab terkait adanya tuduhan kriminalisasi, menurutnya berdasarkan UU NO. 
16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan menjadi UU, jelas tujuan ormas didirikan untuk berparitisipasi dalam 
pembangunan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentunya apa yang dilakukan 
ormas tidak boleh menimbulkan perpecahan, disintegrasi, melakukan tindakan yang 
merupakan kewenangan penegakan hukum. Dari hal ini, masyarakat dapat melihat perjalanan 
FPI ini seperti apa, artinya kalau kriminalisasi itu bila tidak ada perbuatan kemudian diciptakan 
perbuatan sehingga menjadi pelaku kriminal tetapi kalau ada perbuatan hukum yang dilakukan 
dan aturan hukum yang dilanggar maka tidak benar pemerintah melakukan kriminalisasi 
(metrotvnews, n.d.-b). 
Dalam pemberitaan metrotvnews ini, terdapat pesan yang disampaikan oleh Kepala 
Badan Pemeliharaan Keamanan Polri yang menjawab tuduhan kriminalisasi bahwa pemerintah 
memiliki dasar yang jelas dalam melakukan pelarangan terhadap FPI yakni UU No. 16 Tahun 
2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi 
UU. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tujuan ormas didirikan untuk berparitisipasi dalam 
pembangunan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga tentunya kegiatan 
dilakukan ormas tidak boleh menimbulkan perpecahan, disintegrasi, melakukan tindakan yang 
merupakan kewenangan penegakan hukum. Berdasarkan pesan tersebut maka pemberitaan ini 
menunjukkan bahwa pemerintah pada posisi yang sudah tepat karena dalam mengambil 
keputusan dalam melarang FPI atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh FPI terhadap UU 
No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 
2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan menjadi UU. Sehingga pemerintah sebagai kelompok dominan bukan pihak 
Hegemoni Media Dalam... – Wahyu Setiawan, Agoes Moh. Moefad 
100 
yang melakukan kriminalisasi melainkan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan 
FPI. Justru dalam pemberitaan ini, FPI sebagai kelompok subordinat memiliki posisi sebagai 
pihak yang bersalah karena melanggar UU No. 16 Tahun 2017 tersebut. Dengan pesan 
semacam ini maka akan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat bahwa 
masyarakat tentu akan menolak ormas yang justru melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan terlebih lagi bila ormas tidak bertujuan melakukan pembangunan 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melakukan tindakan disintegrasi, melakukan 
tindakan yang merupakan kewenangan penegakan hukum. Dengan demikian dengan 
penjelasan dari Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri maka masyarakat akan setuju 
bahwa yang dilakukan pemerintah adalah upaya penegakan hukum bukan sebuah kriminalisasi.  
Pada pemberitaan yang ke tiga, dengan judul Ahmad Sahroni: FPI Meresahkan dan 
Musuh Negara (metrotvnews, n.d.-a). Dari judul berita ini menunjukkan adanya narasumber 
yakni Ahmad Sahroni yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan sekaligus sebagai 
anggota Partai Nasdem. Dari sisi narasumber dapat dipahami bahwa narasumber merupakan 
bagian dari kelompok dominan karena berasal dari Partai Nasdem yang merupakan partai 
pendukung pemerintah. Kemudian judul berita ini menjelaskan bahwa Ahmad Sahroni 
menyatakan bahwa FPI meresahkan dan musuh negara, artinya dalam judul ini FPI sebagai 
kelompok subordinat memiliki posisi sebagai pihak yang salah karena dinyatakan meresahkan 
dan musuh negara. Melalui judul tersebut, pemberitaan ini akan bisa mempengaruhi pikiran 
kelompok subordinat yang lain yakni masyarakat bahwa FPI merupakan kelompok yang 
bermasalah, perlu dilarang, oleh karenanya disebut meresahkan dan musuh negara.  
Selanjutnya dalam pesan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni dalam pemberitaan 
tersebut adalah apreasiasi atas ketegasan yang dilakukan pemerintah terhadap ormas yang luar 
biasa, sangat mengganggu ketertiban dan memecah belah bangsa. Apa yang telah dilakukan 
pemerintah, sesuai prosedur yang ada bahwa secara legal atau FPI yang dibubarkan adalah 
tepat sekali sebab FPI ini adalah musuh negara yang akan merusak bangsa kita dalam tata 
kelola yang cukup baik pada pemerintah yang sekarang. Dengan pembubaran FPI, ini menjadi 
kebanggaan masyarakat atas penyikapan yang sempurna dari pemerintah (metrotvnews, n.d.-a). 
Dengan pesan semacam ini maka kelompok subordinat yakni FPI memiliki posisi sebagai 
ormas mengganggu ketertiban, memecah belah bangsa, merusak bangsa, musuh negara. Pesan 
yang semacam ini akan membuat kelompok subordinat lainnya yakni masyarakat yang 
memiliki nilai-nilai menjaga ketertiban, persatuan bangsa dan negara maka akan memandang 
bahwa FPI ini adalah ormas yang membahayakan bangsa dan negara sehingga ketika 
pemerintah dikatakan oleh Ahmad Sahroni bahwa keputusan pemerintah atas FPI telah sesuai 
prosedur legal merupakan suatu bentuk ketegasan dari pemerintah akan dipandang oleh 
masyarakat sebagai keputusan yang tepat dan akan didukung oleh masyarakat.  
Pada pemberitaan yang ke empat yang berjudul FPI Bertentangan dengan UUD 1945 
(metrotvnews, n.d.-c). Melalui judul yang ditampilkan ini maka dapat diketahui bahwa posisi 
FPI sebagai kelompok subordinat adalah pihak yang salah karena sebagai ormas telah 
bertentangan dengan konstitusi negara yakni UUD 1945. Tentu ketika FPI ini dikatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 maka kelompok subordinat lain yakni masyarakat yang 
memandang bahwa UUD 1945 adalah konstitusi bernegara yang perlu dijaga dengan 
mentaatinya maka akan menila bahwa FPI ini melakukan kesalahan besar.  
Dalam pemberitaan tersebut, terdapat pesan yang diurai lagi yang disampaikan oleh 
narasumber yang masih sama dengan sebelumnya yakni Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi 
III DPR RI sekaligus anggota Partai Nasdem yang merupakan bagian dari kelompok dominan, 
menjelaskan bahwa dalam Anggaran Dasar FPI, dinyatakan visi misinya yakni menerapkan 
islam secara khaffah di bawah naungan khilafah islamiyah menurut manhaj nubuah melalui 
pelaksanaan dakwah, pengamalan jihad yang ini bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa ormas tidak bertentangan dengan 
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Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Lalu kegiatan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan 
dengan UU tentang organisasi kemasyarakatan sehingga ketegasan pemerintah dalam 
menyikapi FPI ini adalah keputusan yang tepat (metrotvnews, n.d.-c). Melalui pemberitaan 
tersebut maka dijelaskan lebih dalam lagi bahwa kelompok subordinat yakni FPI yang disebut 
bertentangan dengan UUD 1945 adalah pihak yang salah dikarenakan dalam Anggaran 
Dasarnya bahwa terdapat visi misi untuk menerapkan islam secara khaffah di bawah naungan 
khilafah islamiyah menurut manhaj nubuah melalui pelaksanaan dakwah, pengamalan jihad, 
visi misi ini bertentangan dengan pasal 2 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa ormas tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 
1945 dan NKRI sedangkan pemerintah sebagai kelompok dominan menurut Ahmad Sahroni 
telah mengambil sikap yang tepat terhadap FPI. Dengan penjelasan yang disampaikan Ahmad 
Sahroni dalam pemberitaan tersebut ini akan membuat masyarakat yang menjaga kehidupan 
berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI akan menilai bahwa 
FPI memang layak dianggap bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 17 tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan dan akan menerima serta mendukung ketika pemerintah 
mengambil keputusan pelarangan terhadap FPI.  
Ahmad Sahroni juga mengatakan dalam pemberitaan tersebut terkait SKT yang perlu 
dimiliki ormas yakni kalau ormas tidak didasarkan pada adminstrasi yang lengkap maka ormas 
akan menjadi ilegal serta tindak lanjut atas FPI yang telah dibubarkan pada saat ini maka polri 
perlu mengedapankan sikap tegasnya, TNI memback up atas sikap yang dilakukan oleh polisi 
(metrotvnews, n.d.-c). Dalam pesan ini maka kelompok subordinat yakni FPI dikatakan 
sebagai pihak yang ilegal karena tidak memiliki administrasi yang lengkap. Dengan FPI disebut 
ilegal maka tentu kelompok subordinat yang lain yakni masyarakat yang taat terhadap hukum 
akan memandang bahwa FPI sudah tidak sesuai dengan hukum sehingga ketika Polri/ TNI 
perlu mengambil sikap tegas terhadap organisasi ini maka masyarakat juga akan 
mendukungnya. 
Metrotvnews melalui pemberitaan-pemberitaan yang dijelaskan di atas maka dapat 
digambarkan bahwa memang terjadi hegemoni yakni adanya penerimaan kelompok subordinat 
yang didominasi oleh kelompok dominan melalui proses yang damai, dengan media sebagai 
sarana untuk mengukuhkan kelompok dominan atas kelompok subordinat. Namun ini bukan 
berarti bahwa media merupakan kekuatan yang jahat (Eriyanto, 2006). Dalam hal ini 
pemberitaan metrotvnews sebagai instrumen bukan berarti lantas sebagai sesuatu yang negatif 
melainkan dengan mengukuhkan kelompok dominan dalam hal ini adalah pemberitaan yang 
tepat sebab kenyataannya kelompok subordinat yakni FPI memang melakukan berbagai 
pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pelarangan 
FPI tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan UU khususnya UU No. 16 Tahun 2017. 
Dengan pemberitaan ini pula maka kelompok subordinat yang lain yakni masyarakat dapat 
menerima secara damai tentang keputusan pemerintah terhadap pelarangan FPI.  
Selain itu adanya kelompok subordinat yakni FPI yang sebelumnya memiliki pengaruh 
yang kuat di masyarakat seperti keberhasilannya mengumpulkan umat islam dalam Aksi Bela 
Islam yang menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum 
karena dianggap melakukan penistaan terhadap agama islam, bahkan atas aksi ini menurut 
survei Alvara Research Center FPI berada di posisi tertinggi ke tiga setelah NU dan 
Muhammaduyah sebagai organisasi yang dikenal oleh masyarakat. FPI juga bahkan menjadi 
pengusu pasangan Prabowo-Sandi, menempati posisi strategis di Badan Pemenangan Nasional 
(BPN) Prabowo-Sandi, bahkan ketika kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia setelah 3 tahun 
berada di Arab Saudi banyak massa yang menyambutnya sehingga akses menuju Bandara 
Soekarno-Hatta lumpuh. Maka dengan kondisi semacam ini, melalui pemberitaan-pemberitaan 
metrotvnews di atas maka kelompok dominan atau yang berkuasa  menjadi perlu untuk 
menyebarkan ideologi, nilai-nilai, cara berpikir, pandangan kebenarannya kepada kelompok 
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subordinat yakni masyarakat sehingga ideologi, nilai, cara berpikir, pandangan kebenaran 
tersebut dapat diterima tanpa perlawanan (Eriyanto, 2006).  
Dalam pemberitaan-pemberitaan metrotvnews tersebut juga menunjukkan salah satu 
hasil dari hegemoni yakni masyarakat mendukung atau setuju atas pelarangan atau pembubaran 
terhadap FPI, hal ini dapat diungkap secara lebih akurat dalam survei yang dilakukan oleh 
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 28 Februari hingga 5 Maret 2021, yang 
menunjukkan bahwa dari 77 persen yang mengetahui bahwa FPI telah dilarang dan 
dibubarkan, maka dari 77 persen tersebut 59 persen responden setuju dengan pembubaran 
tersebut. Menurut manajer program SMRC, dari angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 
warga setuju dengan pembubaran FPI (Voaindonesia.com, n.d.). Hasil dari hegemoni sesuai 
dengan yang disampaikan oleh Hall bahwa hasil dari hegemoni salah satunya adalah pada posisi 
hegemoni dominan yakni pesan yang disampaikan media sesuai dengan budaya dominan 
sehingga khalayak menerimanya (Morissan, 2013). 
PENUTUP  
Pemberitaan-pemberitaan metrotvnews dengan judul-judul seperti Pemerintah Resmi 
Tetapkan FPI Ormas Terlarang, Alasan Pemerintah Bubarkan FPI, Ahmad Sahroni: FPI 
Meresahkan dan Musuh Negara, FPI Bertentangan dengan UUD 1945 memang menunjukkan 
terdapat hegemoni dalam pemberitaan tersebut yakni metrotvnews sebagai media menjadi 
instrumen dari kelompok dominan, bahkan juga menjadi bagian dari kelompok dominan 
karena dimiliki oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang merupakan pendukung 
pemerintah. Dengan metrotvnews ini maka kelompok dominan dapat mempengaruhi 
kelompok subordinat yakni masyarakat untuk secara damai menerima bahwa FPI dengan 
aktivitas yang dilakukan telah melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, keamanan, 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara dan ketika kelompok dominan atau pemerintah membuat keputusan untuk melarang 
aktivitas FPI di seluruh wilayah NKRI telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan keputusan ini merupakan keputusan yang tepat maka kelompok 
subordinat yakni masyarakat juga dapat menerimanya. Dalam hegemoni media ini juga 
menunjukkan bahwa hegemoni dalam pemberitaan metrotvnews ini adalah suatu hal yang 
tepat karena pada kenyataanya FPI memang ormas yang telah melanggar ketentuan yang ada 
dalam peraturan perundang-undangan.  
Bentuk-bentuk hegemoni dalam pemberitaan-pemberitaan metrotvnews, menunjukkan 
bahwa kelompok subordinat atau FPI berada dalam posisi yang salah karena tindakannya yang 
telah mengganggu ketertiban, keamanan dan melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan, sedangkan kelompok dominan atau pemerintah berada dalam posisi yang benar 
karena telah mengambil keputusan yang tepat untuk membubarkan FPI sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.  
Hasil dari hegemoni metrotvnews juga menunjukkan bahwa FPI yang sebelumnya 
memiliki pengaruh di masyarakat maka dengan hegemoni ini mayoritas masyarakat menjadi 
mendukung atau setuju atas pelarangan atau pembubaran FPI. 
DAFTAR PUSTAKA 
Anon. n.d. “Metrotvnews - YouTube.” Retrieved April 25, 2021 
(https://www.youtube.com/c/MetrotvnewsOfficial/search?query=pembubaran fpi). 
BBC News Indonesia. n.d. “HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan.” 
Retrieved April 26, 2021 (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822). 
detikfinance. n.d. “Surya Paloh, Putra Aceh Yang Sukses Di Bisnis Catering Hingga Media.” 
Hegemoni Media Dalam... – Wahyu Setiawan, Agoes Moh. Moefad 
 
103 
Retrieved May 2, 2021 (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
5267509/surya-paloh-putra-aceh-yang-sukses-di-bisnis-catering-hingga-media). 
detiknews. n.d. “Peta Kekuatan Parpol Pendukung Ahok, Agus Yudhoyono Dan Sandiaga.” 
Retrieved April 25, 2021a (https://news.detik.com/berita/d-3304708/peta-kekuatan-
parpol-pendukung-ahok-agus-yudhoyono-dan-sandiaga). 
detiknews. n.d. “Terjerat Dugaan Penistaan Agama, Bisakah Ahok Digugurkan Dari Pilgub 
DKI?” Retrieved April 25, 2021b (https://news.detik.com/berita/d-3338311/terjerat-
dugaan-penistaan-agama-bisakah-ahok-digugurkan-dari-pilgub-dki). 
Dpr.go.id. n.d. “UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.” Retrieved 
April 25, 2021 (https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_17.pdf). 
Eriyanto. 2006. Analisi Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 
Juditha, Christiany. 2018. “Hegemoni Media Sosial: Akun Gosip Instagram@ Lambe_Turah 
Sosial Media Hegemony: Gosip Instagram Account@ Lambe_Turah.” Jurnal Penelitian 
Komunikasi Dan Opini Publik Vol 22(1):16–30. 
Kompas.com. n.d. “Mereka Yang Hanya Bisa Menonton Dan Melihat Pelantikan Kabinet 
Jokowi Jilid 2.” Retrieved April 25, 2021a 
(https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/06131161/mereka-yang-hanya-bisa-
menonton-dan-melihat-pelantikan-kabinet-jokowi-jilid?page=all). 
Kompas.com. n.d. “Tanpa PAN, Enam Parpol Nyatakan Semakin Solid Dukung Jokowi-JK.” 
Retrieved April 25, 2021b 
(https://nasional.kompas.com/read/2017/07/24/18291341/tanpa-pan-enam-parpol-
nyatakan-semakin-solid-dukung-jokowi-jk). 
Kompas.com. n.d. “Tokoh GNPF, FPI Dan PA 212 Tempati Posisi Strategis Di BPN 
Prabowo-Sandiaga.” Retrieved April 25, 2021c 
(https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/12315231/tokoh-gnpf-fpi-dan-pa-
212-tempati-posisi-strategis-di-bpn-prabowo-sandiaga). 
Kumparan.com. n.d. “Sejarah FPI, Dari Awal Kemunculannya Hingga Jadi Organisasi 
Terlarang.” Retrieved April 25, 2021 (https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-fpi-
dari-awal-kemunculannya-hingga-jadi-organisasi-terlarang-1usfKOmR1Ia/full). 
Kuswandi, Wawan. 1996. Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Media Televisi). Jakarta: PT Rineka 
Cipta. 
McQuail, Denis. 1987. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Kedua. Jakarta: Erlangga. 
McQuail, Denis. 2012. Teori Komunikasi Massa McQuail. Enam Buku. Jakarta: Salemba 
Humanika. 
Merdeka.com. n.d. “Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Hingga Dibui 2 Tahun.” Retrieved 
April 25, 2021 (https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-
hingga-dibui-2-tahun.html). 
metrotvnews. n.d. “Ahmad Sahroni: FPI Meresahkan Dan Musuh Negara.” Retrieved May 2, 
2021a (https://www.youtube.com/watch?v=tJtHkjJMkos). 
metrotvnews. n.d. “Alasan Pemerintah Bubarkan FPI.” Retrieved April 26, 2021b 
(https://www.youtube.com/watch?v=Dw8gs4TG89c). 
metrotvnews. n.d. “FPI Bertentangan Dengan UUD 1945.” Retrieved May 2, 2021c 
(https://www.youtube.com/watch?v=sylZHFy0h9M). 
Hegemoni Media Dalam... – Wahyu Setiawan, Agoes Moh. Moefad 
104 
metrotvnews. n.d. “Pemerintah Resmi Tetapkan FPI Ormas Terlarang.” Retrieved April 25, 
2021d (https://www.youtube.com/watch?v=T9VKmy6RyJc). 
Morissan. 2013. Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group. 
Nawawi, Ismail. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Ilmu Sosial, Ekonomi/ 
Ekonomi Islam, Agama, Manajamen, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka 
Jaya. 
Nazihah, Wafiqotin. 2020. “Hegemoni Media Massa Dalam Novel ‘Faith and The City’ Karya 
Hanum Salsabiela Rais Dan Rangga Almahendra.” Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, 
Dan Budaya 10(1):104–16. 
Online, Republika. n.d. “Ini 7 Rangkaian Aksi Bela Islam Sebelum Ahok Divonis 2 Tahun 
Penjara.” Retrieved April 25, 2021 (https://www.republika.co.id/berita/opp5r4330/ini-
7-rangkaian-aksi-bela-islam-sebelum-ahok-divonis-2-tahun-penjara-part2). 
Pikiran-Rakyat.com. n.d. “6 Fakta Kepulangan Habib Rizieq, Ditunggu Massa FPI Hingga 
Lumpuhkan Akses Bandara Soekarno Hatta.” Retrieved April 25, 2021 
(https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01936397/6-fakta-kepulangan-habib-
rizieq-ditunggu-massa-fpi-hingga-lumpuhkan-akses-bandara-soekarno-hatta?page=3). 
Sabiq, Muhammad. 2019. “Hegemoni Media Terhadap Praktik Poligami.” SOSIORELIGIUS 
4(1). 
Severin, Werner J. dan Tankard Jr, James W. 2009. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan 
Di Dalam Media Massa. Kelima. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. 
Tempo.co, Nasional. n.d. “Popularitas FPI Tinggi, Bersanding NU Dan Muhammadiyah.” 
Retrieved April 25, 2021 (https://nasional.tempo.co/read/841363/popularitas-fpi-
tinggi-bersanding-nu-dan-muhammadiyah/full&view=ok). 
Tirto.ID. n.d. “Nasib FPI & PA 212 Jika Prabowo Gabung Koalisi Jokowi-Ma’ruf.” Retrieved 
April 25, 2021 (https://tirto.id/nasib-fpi-pa-212-jika-prabowo-gabung-koalisi-jokowi-
maruf-ejWU). 
viva.co.id. n.d. “Pemerintah Bubarkan FPI.” Retrieved April 25, 2021 
(https://www.viva.co.id/berita/nasional/1335604-pemerintah-bubarkan-fpi). 
Voaindonesia.com. n.d. “Survei SMRC: 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI.” Retrieved 
April 25, 2021 (https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-59-persen-warga-setuju-
pembubaran-fpi/5842666.html). 
 
